WALI KOTA BALIKPAPAN ,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
- NOMOR 1 TAHUN 2018 -

TENTANG

o .~ POLATATAKELOLA
- BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
| - PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT |

bENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA}

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Memmbang ‘a. bahwa dalam rangka menmgkatkan ‘mutu pelayanan o

- pusat kesehatan masyarakat, maka perlu menyusun pola

" tata kelola badan layanan umum daerah pusat kesehatan e

masyarakat di lingkungan Dinas _Kesehatan Kota
Ballkpapan, | - o

- . b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan .
o Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang

" Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

- Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah beroperasxi
B berdasarkan pola tata kelola atau ‘peraturan 1r~ternal

e bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud”
. dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
- Wali Kota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum -
o ‘Daérah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
' Masyarakat; e T ST,

~ Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk
: ~ Indonesia Tahun 1945; . L
2, Undang-Undang Nomor 27 Tahun : 1959 tentang"
- Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
'tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
- 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Repubhkf
~ Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran'
Negara Repubhk Indonesw. Nomor 1820) '



| Mene‘;tapkah_ i

3 Undang-Undang Nomor 36 ":Tahuir"i 2009 tentang'ff::-"

- Kesehatan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun .

2009 Nomor 144, Tambahan Lernbaran Negara Repubhk.»' N
' Indonesia Nomor 5063);
.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang'v . :
- Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara | ‘Republik
~ Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran = :
. Negara Republik Indonesia Nomdr. 5587) sebagaimana | -
 telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-"»
- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
 Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
o Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran ‘
~ Negara Repubhk Indonesia Nomor 5679); S R
."_Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahiun 2014 .
- tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berlta Negara o
- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); . R
. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun - 2016
_tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keschatan '
- (Berita Negara Republlk Indonesm Tahun 2016 Nomor,‘;'_:f -

1475L

MEMUTUSKAN:

PERATURAN =~ WALI KOTA TENTANG POLA TATA
KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKA’I‘

" BABI |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wah Kota ini yang dlmaksud dengan

) 1. 'Daerah adalah Kota Balikpapan. _
' 2 ‘ Pemenntah Daerah adalah Wali Kota - sebagal unsur penyelenggara o
pemermtahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemenntahan o

yang rnenjadl kewenangan daerah otonom Kota Ballkpapan
- Wali Kota adalah Walikota Balikpapan. -

o 4. Pusat Keschatan Masyarakat yang selanjutnya dlsebut Puskesmas adalah v |

, ‘fasﬂltas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan B

upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventlf kuratif maupun ‘  -
© rehabilitatif yang dilakukan oleh pemenntah pemermtah daerah o
- dan/ atau masyarakat. o

5. Badan Pengelola' Keuangan’ Daerah yang selan_jutnya dlsmgkat BPKD
' v_'adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Bahkpapan ‘ -
 Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bahkpapan

7.  Kepala Dlnas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bahkpapan

Pegawal adalah pegawa1 Puskesmas Kota’ Bahkpapan



9. Pelayanan Kesehatan adalah segala keglatan pelayanan kesehatan di
~ Puskesmas mehputl kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan
~ kepada seseorang atau badan dalam bentuk pelayanan rawat _]alan
~ dan rawat inap atau pelayanan kesehatan lainnya. = .
10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan_
. tugas,. tanggung jawab, kewajlban ‘kewenangan dan hak seseorang
' ~ pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
P dldasarkan pada keahlian dan atau keterampllan tertentu serta. bersxfat ‘_

mandm ) o
11. Pejabat Pengelola BLUD adalah Kepala Puskesmas, Kepala Sub Baglan'_
~ Tata usaha dan Koordmator Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya

B kesehatan Perorangan. '
' 12 'Tenaga Fungs10na1 adalah pegawal yang mem1hk1 tugas, tanggung Jawab
- wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan orgamsam yang
melaksanakan tugasnya dldasarkan pada keahlian dan atau keterampllan '
| tertentu dan bersifat mandiri.

13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya dlslngkat BLUD adalah'
Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah di Imgkungan '
pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa

mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan keglatannya ,‘

- didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. - o
14. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umurn Daerah yang

o selanJutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang
- memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek- -

. praktek blSﬂlS yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan ‘umum dan
mencerdaskan kehldupan bangsa, sebagai pengecualian dan ketentuan

o pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. ' : o
15. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dlsmgkat UKM adalah'
" . setiap keglatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta

. mencegah ‘dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan’

R sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat . R

16. 'Upaya Kesehatan Perseorangan yang selan_]utnya dlsmgkat UKP“_ )

- adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan
" kesehatan - yang  ditujukan untuk peningkatan, " pencegahan;
penyembuhan penyakit, pengurangan pendentaan akibat penyaklt dan
_ memulihkan kesehatan perseorangan. ’
17.- Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdlkan d1r1 dalam'
RN bldang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan_ atau keterampilan

melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu

- memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. -

S ‘ S Pasal 2 _
' PPK-BLUD pada Puskesmas menganut pr1ns1p » - v
a transparanm, : merupakan keterbukaan yang dlbangun ‘atas dasar

kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat dlterlma e

bag1 yang membutuhkan sehmgga dapat menumbuhkan kepercayaan,



- b. akuntabilitas, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang
— dipercayakan  pada  Puskesmas agar pengelolaannya-»v dapat .
dlpertanggunglawabkan kepada semua plhak . 1 o
“c. responsibilitas, merupakan kesesuaian atau kepatuhan d1 dalam
. pengelolaan organisasi terhadap bisnis. _yang. sehat dan peraturan», -
- perundang-undangan; dan g . o
d. independensi, merupakan kemandirian pengelolaan orgamsaS1 secara

. profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari
. pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—g o

| undangan dan pnn81p blSI‘lIS yang sehat.

~ BABI
POLA TATA KELOLA

Pasal 3 :
"'Pola Tata Kclola PPK-BLUD pada Puskesmas terdiri atas peraturan 1nterna1

' Puskesmas (Corporate ByLaws) dan peraturan 1nterna1 staf medls {Medtcal Staf

: ByLaws) yang di dalamnya memuat ' :

. a. struktur organisasi;

' b. prosedur kerja;

‘c. pengelompokan fungsi-fungsi logis; dan

d. pengelolaan sumber daya manusia.

- : . Pasal 4 S
'(1) Struktur orgamsaSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a |

; menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungSI, tanggung jawab,

- kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan -
' perundang-undangan. - ) ) o
" (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal '3 huruf b
."fmenggambarkan hubungan dan mekamsme kerja antar posisi Jabatan dan_:,

. 'fungsi dalam organisasi. ' v -
(3) Pengelompokan fungsi yang logis sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 3

L huruf ¢ menggambarkan pembagian yang jelas dan rasmnal antara fungsi L o
‘ "Epelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan pr1n51p pengendahan;_' o

. ’:mternal dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi. o
Gy ':Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 3
T “hurufd merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber-

. idaya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan‘__ v .
- kualitatif/ kompeten untuk mendukung pencapaian tuJuan organlsasr,; R

secara efiSIen, efektif dan produktif.
BAB 111

KEDUDUKAN TUGAS FUNGSI DAN WEWENANG PUSKESMAS

B_aglan Kesatu |
Kedudukan Puskesmas



‘,7'(1) Puskesmas merupakan unit pelaksana tekms pada Dmas di bldang" !

_pelayanan rawat jalan dan rawat inap 24 (dua puluh empat) jam, sertaﬁ“.i_; ‘
‘pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.

. (2) Kedudukan Puskesmas dalam sistem Pemerintahan Daerah Sebagm uﬂltf*

g pelaksana teknls Dinas yang merupakan unsur yang melaksanakan

sebaglan keglatan teknis operasional Dinas dan/atau kegiatan tekms’v
penunjang yang mernpunya1 w11ayah kerja tertentu -

‘ Bagia Kedua
Tugas Puskesmas

Pasal 6

““Puskesmas mempunyal ‘tugas melaksanakan kebqakan kesehatan untuk.‘ 0
_mencapeu tujuan pembangunan kesehatan di w11ayah kerjanya : -

Baglan Ketlga
FungSI Puskesmas

: Pasal7 v
‘.’}Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud dalam Pasai 6 |

~ Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

A penyelenggaraan UKM tingkat pertama di Wﬂayah kerjanya, dan ,
,‘,'b penyelenggaraan UKP tmgkat pertama di wilayah kerjanya.

RS SR Pasa18 : .
B Fungsx Puskesmas scbagalmana drmaksud dalam Pasal 7 dlkelompokkan . ',3

v_'sebagal benkut - : v - :
a. pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan,
“b. pusat pemberdayaan masyarakat; -
' c ‘pusat pelayanan kesehatan strata pertama, mehputl

1. fungs1 pelayanan promotif, preventif dan kuratrf yang duabarkan dalam»',‘}'_.;v’

6 (enam) program pokok meliputi:
- a) program promosi kesehatan;
. b) program kesehatan lingkungan;
c) program kesehatan ibu dan anak;
< d) program upaya perbaikan gizi; . : S
. €) program upaya pemberantasan penyakit menular, dan |
. {) program pengobatan dasar.
2. upaya kesehatan pengembangan meliputi: -
a) program UKS; |
~ b)program lansia; '
- c) program Penyakit Tidak Menular
d) program Pelayanan Kesehatan Peduh Remaja,
- €) program kesehatan mata;
f) program Perawatan Kesehatan Masyarakat dan
» g program Pclayanan Informasi Obat
- 3. fungsi penunjang meliputi:
a) pelayanan laboratorlum,
b) pelayanan persalinan;



Ca.

c.

d.

_’: o

= c);'pelgyanar'x rawat jalan; dan
o d) ‘pelayanan kegawatdaruratan.

~ Bagian Keempat
Wewenang Puskesmas

Pasal 9

o Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 7
E v‘.huruf a, Puskesmas berwenang untuk: o

mclaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan .

masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang dlperlukan
. melaksanakan advokasi dan sos1ahsa31 kebijakan kesehatan, ,- .
melaksanakan komunikasi, informasi, eduka31, dan- pemberdayaan
masyarakat dalam bidang kesehatan; : ,.

menggerakkan masyarakat untuk meng1dent1ﬁkas1 dan menyelesalkan ‘f

masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat " .

yang bekeljasama dengan sektor lain terkait;

. melaksanakan pembmaan teknis terhadap Jarmgan pelayanan dan
‘upaya kesehatan berbasis masyarakat; » T

melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas

. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan; - v .
.melaksanakan ‘pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses mutu, o

dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan

. memberikan rekomendasi terkait - masalah kesehatan masyarakat
~ termasuk - dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon
o penanggulangan penyaklt ' .

Pasal 10

:"Dalam menyelenggarakan fungsi sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 7 f

"huruf b, Puskesmas berwenang untuk:

3 a.:menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehen31f _ o
o '*berkesmambungan dan bermutu; . : Lo
. b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya SRR

’ promotlf dan preventif; :
.;menyelenggarakan Pelayanan " Kesehatan yang berorlenta81 pada-'..g',,

. :Alndlwdu keluarga, kelompok dan masyarakat;

-
e

d menyelenggarakan Pelayanan Keschatan yang mengutamakan keamanan .

»dan keselamatan pas1cn, petugas dan pengunjung;

. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prm31p koordmatlf

‘dan kerJasama inter dan antar profe51, §
melaksanakan rekam medis; ‘

g. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu dan» o

‘akses Pelayanan Kesehatan

h. melaksanakan penmgkatan kompetensx ’I‘enaga Kesehatan

mengoordma&kan dan melaksanakan pembinaan fasxhtas Pelayanan
Kesehatan tingkat pertama di wilayah kexjanya, dan : o

. melaksanakan penap1san rujukan sesuai dengan 1nd1ka31 med1s dan o

vmstem ruJukan



Pasal 11

(1) Selaln menyelenggarakan fungSI sebagalmana dimaksud dalam Pasal 7
Puskesmas dapat pula berfung31 sebagau wahana pendldlkan tenaga

’ R _:{ Kesehatan . 5 . |
s (2')‘ ‘Ketentuan mengenal | wahana ~ pendidikan Tcnaga , Kesehatan

o n) ‘}'Pejabat Pengelola BLUD terdiri atas:

S ”‘_;.lf,};'sebaga,tmana ‘dimaksud - pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
' ;!;ﬁf_jketentuan peraturan perundang-undangan .

- ' " BABIV ’
STRUKTUR ORGANISASI DAN PEN GELOLA BLUD

Baglan Kesatu =
‘ Struktur Organisasi

S Pasal 12 S
o (1)5?Struktur orgamsam BLUD pada unit pelaksana tekms Puskesmas terdm" o
- atas: |
a Kepala Puskesmas, |
. b Kepala Sub Bagian Tata Usaha, | o :
e Penanggung Jjawab UKM Esens1a1 dan Keperawatan Kesehatan
- Masyarakat; RS
oo d. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasxan dan Laboratonum, dan
- ':e Penanggung jawab Janngan pelayanan Puskesmas dan Jejarmg fasﬂltas
- Pelayanan Kesehatan. :
(2) ,Bagan struktur organisasi BLUD pada unit pelaksana tekms Puskesmas-
‘ f“vff"sebagalmana dimaksud pada: ayat (1) tercantum dalam Lamplran yang
o merupakan baglan t1dak terplsahkan dari Peraturan Wah Kota 1n1 '

, BagIan Kedua
PeJabat Pengelola BLUD

Pasal 13

- Ca. Kepala Puskesmas sebagau pemlmpm BLUD - S
- - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau pejabat lain yang dltunJuk sebaga1
' pejabat keuangan; v
e Pejabat Teknis, terdiri atas: ~ ' '
A O Penanggung Jawab UKM Esensml dan Keperawatan Kesehatan
o masyarakat = : :
- 2. Penanggung Jawab UKP, Kefannasmn dan Laboratorlum dan _
S 3 Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejarmg -
" Fasilitas Pelayanan Kesehatan. | |

(2):5Penyebutan . Pemimpin, PeJabat Keuangan dan , Pejabat Teknis

o f""}sebagaxmana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan nomenklatur yang
L berlaku pada Puskesmas , \

Baglan Ketlga
Pengangkatan Pejabat Pcngelola BLUD o
: E Pasal 14 B _
. _;(’1‘]-{ Pengangkatan dalam Jabatan dan penempatan Pe_;abat Pengelola BLUD :
o "_dltetapkan berdasarkan kompeten31 dan kebutuhan prakuk blSI‘llS yang iﬁ



R (2) Kompeten31 sebagannana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahhan | -

‘berupa pengetahuan, keterampilan dan Slkap penlaku yang d1perlukan
- dalam pelaksanaan tugas Jabatan

,}‘,.'(3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagalmana dlmaksud pada ayat L :

- ~ kualifikasi sesuai kemampuan keuangan Puskesmas. :
) (4) Pejabat Pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Wah Kota
(5) Permmpm BLUD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. -

BLUD

. . Bagian Keempat
Pemberhentxan PeJabat Pengelola BLUD

o L L Pasal 15

S _ Pejabat pengelola BLUD dlberhentlkan karena

o a. memnggal duma, '

b. memasuki usia pensmn,

. c. mutasidan/ atau promosi jabatan;
o d. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut -
S e melanggar misi, kebijakan atau ketentuan lain yang telah dlganskan

f mengundurkan diri karena alasan yang patut; atau

g terhbat dalam suatu perbuatan melanggar hukum.

- - Bagian Kelima
’I‘ugas dan Fungsi Pejabat Pengelola BLUD

Pasal 16

ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Bagian Keenam — ,
Tugas Pejabat Pengelola BLUD -

: o ‘Pasal 17 - ’ :
- (1) Pemlrnpm BLUD sebagalmana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a .
. - bertugas: ; oo

‘a. menyusun Rencana Strategis BlSI‘llS BLUD
b, menylapkan rencana bisnis dan anggaran; : :
c. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pe_]abat tekms kepada Wali
. Kota melalui Kepala Dinas sesuai ketentuan;

(1] merupakan kesesualan antara kebutuhan _]abatan, kuahtas dan

s (6) Pejabat keuangan dan pejabat tekms bertanggung jawab kepada pemlmpm Dot

X "PeJabat Pengelola BLUD mempunyau tugas dan fungs1 sesuai dengan

 7‘»";-.I’dfifmenetapkan pejabat lainnya sesuai - kebutuhan BLUD selain pejabat

_.yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
el menyampmkan dan mempertanggung]awabkan kinerja operasional serta
. keuangan BLUD kepada Wali Kota melalui Kepala Dlnas dan
. 'pertanggung]awaban umum operas1onal dan keuangan BLUD; f
-t f, rnenetapkan kebijakan operasional Puskesmas; o :
‘g ’vmenetapkan peraturan, pedoman petun_]uk tekms dan prosedur tetap
v'_-‘jv:_Puskesmas, ‘ : | |




-'h

menetapkan hal yang berkaltan dengan hak dan kewapban pegawar_f

Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

membenkan ‘penghargaan pegawai, karyawan dan. profesional yang - -

~ berprestasi tanpa atau dengan sejumlah uang yang besarnya tidak

- melebihi ketentuan diatasnya; . - S
. memberikan sanksi yang bersifat mendxdlk sesuai dengan ketentuan.l*

- peraturan perundang-undangan;

;"mendatangkan ahli, profesional, konsultan ‘atau lembaga mdependenf

“manakala diperlukan;

. vmenetapkan ‘organisasi pelaksana dan orgamsam pendukung dengan o

“urajan tugas masing-masing;

m.

n

 (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana d1maksud dalam Pasal 13 ayat (1)_": o

-menandatangani perjanjian dengan pihak lam untuk Jems pengka_nan . :
~ yang bersifat teknis operaswnal pelayanan, dan ' o

mendelegaSIkan sebagian kewenangan kepada j Jajaran di bawahnya

huruf b bertugas

o a.

mengoordmasxkan penyusunan program dan keglatan umt pelaksana

~ teknis; -

b.

S c

menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kear31pan, dan dokumenta51, '}

melaksanakan . pelayanan  administrasi keuangan, - kepegawalan dan b

f.umum sesuai dengan rencana bisnis dan anggaran;

d.

mengelola urusan rumah tangga, perlengkapan, aset‘v _tetap» danvﬂ

fjinventarls unit pelaksana teknis;

c.
1
g.

v "h

_mengelola pusat layanan informasi Puskesmas, o
;,‘menyusun kebl_lakan pengelolaan barang, aset tetap dan 1nvesta51, SR
menyusun ‘laporan hasil pelaksanaan program keglatan Puskesmas <
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan . A
melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Puskesmas sesuai |

- bidang tugasnya.

3 (3) VPeJabat Keuangan bertugas:

)

Fo@ o oo- oo p

S

. mengoordinasikan penyusunan rencana blSI‘llS dan anggaran

menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran Puskesmas,

"“melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
-menyelenggarakan pengelolaan kas;

- melakukan pengelolaan utang plutang, S
- menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan

- menyelenggarakan akunta31 dan penyusunan laporan keuangan; - c
."'v.‘mengoordmas:kan pengelolaan sistem remuneraSI, pola tar1f dan"‘

~ pelayanan administrasi keuangan dan

:}. . melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Puskesmas

(4) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf ¢ bertugas

- a.

b

mengoordmas:kan penyusunan rencana strateg1 bxsms dan rencana_; o
..‘,J,blsms anggaran, : : ’ , : S e
. menyusun rencana pelayanan med1s penunjang medls dan non medls

. dengan mempertlmbangkan rekomenda31 dari poh yang ada d1
' Puskesmas; =

. :,melaksanakan keglatan pelayanan medis, penunjang medls dan non
- medis sesuai dengan rencana bisnis anggaran;. i : . ,
. memonitor pelaksanaan kegxatan pelayanan medls penunjang medls o

o dan non med1s,
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e mempertanggung]awabkan kinerja operasmnal d1 bldang pelayanan"“}::v?i -

(1)

- medis, penunjang medis dan non medis; dan

| f melaksanakan tugas lamnya yang dlbenkan Kepéla Puskesmas |

- BAB V .
PROSEDUR KERJA

- Pasal 18

v " a. pr1n31p koord1na31, 1ntegr1tas dan smkromsam sesua1 tugas masmg—
. masing; = ’ “

b langkah Yang dlperlukan sesuai}‘ dengan_ ketentuan ” peraturan

. perundang-undangan; |
. .c. pengawasan kepada bawahan, dan o _ .
~ d. prosedur kerja baku berupa standar operasmnal prosedur berdasarkan

- kaidah keselamatan pasien menurut ketentuan akreditasi Puskesmas
Prinsip prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mehputx

~ a. jelas arah kebijakannya;

S b. mengutamakan kepennngau-i’dan keselamatan pengguna Jasa Pelayanan.

Kesehatan

B ’?c kon51sten, f S
.. d.sesuai dengan falsafah dan tujuan
e Jelas pelaksanaannya .
- Jelas tanggung jawabnya; dan .
o g senantlasa dllaksanakan evalua31 mutu dan klnexjanya

BAB Vi
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

, Baglan Kesatu
Penenmaan dan Pengangkatan Pegawal g

. s Pasal 19 : ,
Pe_]abat pengelola dan PegawaJ Puskesmas dapat berasal dan pegawa1
. negeri sipil dan non pegawau negeri sipil. _ ' :
Penenmaan Pegawa1 Puskesmas, dengan ketentuan sebagax bCI‘lkth

. a. untuk . Pegawa1 yang berstatus pegawai negeri- sipil dllakukan ‘sesuai L

dengan ketentuan peraturan perundang—undangan, dan , o
‘b, untuk Pegawax ‘non pegawai negeri sipil d1lakukan mekamsme S

', ‘- | rekrultmen yang efektif dan efisien.
o seleksi, mehpuu seleksi admmwtram, selekm materi sesuai - dengan o
BIEEETR ~ - bidangnya, keterampilan, wawancara, tes kesehatan dan tes psxkologl |
SRR )] :
SIS kebutuhan tenaga yang dlhltung berdasarkan beban kerja dan dltetapkan»

~ oleh Kepala Puskesmas. :

Rekrutmen pegawai non pegawa1 negen sipil dilakukan dengan cara
Rekrutmen pegawa1 non pegawai negeri sipil dllaksanakan berdasarkan |

Pegawa1 Puskesmas dapat berasal dari Pegawax negen s1p11 dan / atau non

o - V;Pegawal Negerl Slp11 yang profeswnal sesuax dengan kebutuhan

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pejabat Pengelola Puskesmas wapb | L
. j;}menerapkan . » v L
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SN (6) PegaWai" Puskesmas yang berasal dari pegawai negeri sipil dan/atau non

pegawa1 negen sipil dapat dlpekeljakan secara tetap atau berdasarkan,

(7) Pengangkatan Pegawa.l Puskesmas yang berasal dari pegawal negen sipil
R ’,,'dlsesueukan dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan " ,
N -(8) ,Pengangkatan Pegawai Puskesmas yang berasal dari non pegawai negen
S sipil dllakukan berdasarkan pada prm31p eﬁs1en81, ekonomls dan

_ produknf dalam peningkatan pelayanan :

o ,_;;::-('9)  Status kepegawaian non pegawai negeri sipil terdm dari Pegawa.l dalam‘ S

~status masa percobaan dan Pegawai status kontrak.

' .'-;:5,-(10) Selama Pegawai: dalam masa percobaan Kepala Puskesmas. dapat’v:'
' melakukan pemutusan hubungan kerja apabila terdapat ketldaksesualan o

o a_ntara kuahﬁka& dan kompetensi yang dimiliki Pegawa1
(1 1) J angka waktu masa percobaan pahng lama 3 (tlga) bulan

- v B'aglan_ Kedua -
o Jabatan Fungsional Tertentu

- Pasal 20

_A'v«(l) Jabatan Fungswnal Tertentu terdm dar1 sejumlah Tenaga Fungsmnal“ !

B sesua1 keahhannya : -
' _':(2) Jumlah Tenaga Fungsmnal dltentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja. ;

f":,‘(3) Jabatan Fungswnal Tertentu bertugas melakukan keglatan sesuai dengan’ §

R Jabatan Fungsmnal Tertentu masing-masing. : : :
"'(4) Jems dan jenjang Jabatan Fungsional Tertentu d1atur sesua;l dengan
e ketentuan peraturan perundang-undangan - '

' Bagian Ketiga
' Penempatan Pegawai

ERNCR S Pasal21

B (1) Kebutuhan Pegawai dihitung berdasarkan beban kexja . PR

o (2) Penempatan Pegawai harus mempertlmbangkan kompeten31 PegawaJ yang S
| bersangkutan untuk mendukung tugas dan fungsx , ' v

: Baglan Keempat
Jenjang Karir
L s Pasal22
""“Untuk mendorong motivasi ker_]a dan produktivitas Pegawal, Puskesmas"

v perawatan menerapkan kebl_lakan tentang . imbal jasa bagi Pegawai yang - :

'vmempunyal kinerja balk dan sank31 bagi Pegawa1 yang melanggar peraturan
' .yang dltetapkan ' | : :
s Pasal 23 v : S
.  (1) Rota31 Pegawa1 dllaksanakan dengan tujuan untuk penmgkatan kmer_]ak‘_b

" dan pengembangan karir. . : S
‘.(2) Rotam sebagmmana d1maksud pada ayat (1) d1laksanakan dengan,_
- mempertunbangkan - '
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o a penempatan seseorang pada pekexjaan yang sesuai dengan pendldlkan

. dan keterampllannya,

o -:jv_b masa kerja di unit tertentu; '

- c. pengalaman pada bidang tugas tertentu; dan
N d kegunaannya dalam menunjang karir.

_ '} 'Bagian Kelima
- Pengangkatan Pegawali

. Pasal24

. (1) Pegawal Puskesmas dapat berasal dari Pégawau negeri Slp11 dan /atau non Sl

Pegawa1 negen sipil yang profes1ona1 sesuai dengan kebutuhan.

,(2) Pegawal Puskesmas yang berasal dari non Pegawai negeri 31p11 dapat

d1peke13akan berdasarkan kontrak. . . L
”(3) Pengangkatan Pegawa1 Puskesmas yang ‘berasal dari Pegawa1 negen s1p11 B
- disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan

' (4) Pengangkatan Pegawai Puskesmas yang berasal dari non Pegawal negeri

- sipil dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif - o

~ dalam’ penmgkatan pelayanan.

o (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi Pegawai Non Pegawal negen sxpll i

dlatur dengan Keputusan Pemlmpln BLUD

o BAB VII o
" PENGELOLAAN KEUANGAN

Baglan Kesatu
Prm31p Pengelolaan Keuangan

= v Pasal 25 S - x

(1) Pengelolaan keuangan Puskesmas berdasarkan pada pnnsxp efektifitas,

. efisiensi dan produkt1v1tas _ dengan berasaskan akuntablhtas dan
transparan31 » : S

(2) Dalam rangka penerapan ‘prinsip dan asas, dalam penatausahaan
keuangan diterapkan sistem akuntansi keuangan yang berbasis akrual dan
. standar akuntansi pemermtahan

(3) Publtk ‘service obligation dari Pemerintah Daerah untuk pemblayaan ‘

Puskesmas Perawatan dapat berupa biaya gaji, biaya Pengadaan barang .

modal dan blaya pengadaan barang dan j _]asa

S Bagian Kedua'
. Sistem Akuntabilitas Berbasis Kinerja

S - » Pasal 26 v
(1) Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas dllaksanakan bcrdasarkan
- .Sistem Akuntabilitas Berbasis Kinerja. : :
(2] ‘Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan BLUD sebagannana dlmaksud pada

- ayat (1) sesuai perencanaan jangka menengah dan d1tuangkan dalam

o 'f'_‘dokumen Rencana Strategls ‘Bisnis (RSB) Puskesmas yang secara nngkas
mehpuu : :

-a. “visi; -

b mISl, :
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c tujuan, dan SRR
SIRE .'d sasaran Puskesmas , D TR RS
(3) Perencanaan ‘tahunan d1tuangkan dalam dokumen rencana blSlllS dan IR HR O
- anggaran sebaga1 dasar penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran L

Bag1an Ketlga R
a‘Perencanaan dan Penganggaran ‘

Paragraf 1 _
Perencanaan B

T Pasal2’7 - R
i-:"_(l) Perencanaan Puskesmas dlsusun dalam bentuk rencana strateg1s blsms
(2) Rencana strategls blsms BLUD sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) o
a. v131 memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masav :

;‘:"ﬁ‘depan yang ben31kan harapan yang mgln dlwujudkan IR

.-};‘}_-mlsl memuat sesuatu yang harus diemban atau dllaksanakan sesum',_‘ I
o visi. yang d1tetapkan ‘agar tu_]uan Orgamsa31 dapat terlaksana sesual o
dengan bldangnya dan berhasﬂ dengan ba1k : ; . N

”."-';:'program strategls memuat program yang benSI proses keglatan yang . o
o vberorlentam pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu -

1 (satu) sampa1 dengan 5 (hma) tahun ‘dengan - memperhltungkan/ '
. potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkm tlmbul S

j.;'f.,fpengukuran pencapalan klnelja memuat pengukuran yang dllakukan :
dengan . menggambarkan pencapalan ‘hasil keglatan dengan dlsertal':
:anahsxs atas faktor mternal dan eksternal yang mempengaruhl
,_‘tercapamyakmerja e Sheto T ISR

€. rencana pencapaian lima tahunan, memuat rencana capalan kmcrja:_%
' vpelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun; dan e e e :

proyek81 keuangan llrna tahunan BLUD memuat perklraan capalanf
~ kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun, dalam- bentuk
- proyeks1 neraca, laporan operaswnal dan laporan arus kas dlsertali.

dengan rasm keuangan : : L G

::.A(S}g;Rencana strategls blsms BLUD sebagalmana dlmaksud pada ayat (2),'2?
-‘:»‘f;'dlpergunakan sebaga1 dasar penyusunan rencana b1sms dan anggaran_
serta evaluas1 kmer;a - el AN _

Paragrafz e
Penganggaran
T SRR “Pasal 28 . o SERRCEEEER
_} ?V'-Anggaran pendapatan dan blaya merupakan rencana anggaran untuk seluruh_i RS

keg1atan tahunan yang tercermm dan rencana pendapatan dan blaya

A e e ;i‘vPasa129
=’(l) Proses penyusunan anggaran Puskesmas terd1r1 atas




a. BLUD menyusun : rencana blSIllS dan anggaran tahunan
_' berpedoman kepada rencana strategls blsms BLUD; . :
b penyusunan rencana blsms dan anggaran sebagalmana d1maksud pada
| huruf a, _disusun berdasarkan prinsip -anggaran : berbasm k1nerja,‘
perhltungan akuntan31 ‘biaya menurut Jenls layanan, _ kebutuhan
’pendanaan dan kemampuan pendapatan yang dlperklrakan akan
d1ter1ma dar1 masyarakat ‘badan lain, anggaran pendapatan dan belan_]a
daerah anggaran pendapatan dan belanja negara dan pendapatan BLUD
lalnnya yang sah dan tidak menglkat U R TR
."’rencana blsms dan anggaran merupakan penjabaran leblh lanjut dari
program dan keglatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaanf
- :.‘rencana blsms dan anggaran sebaga1mana dlmaksud pada huruf c
&jnmnuat » --a-,m ' - BT
- kmerja tahun ber]alan,
. -asumsi makro dan mlkro, o
."_‘{f’jtarget Kinerja; - B
.. perkiraan harga - s
. anggaran pendapatan dan bxaya G |
besaran persentase ambang batas;
prognosalaporanjkeuangan vi»“’:”f
'_fffperklraan maju (forward esttmate),
"';?rencana pengeluaran 1nvesta81/ modal o SR
.’"»rmgkasan pendapatan ‘dan belanja untuk konsohdas1
“‘rencana kerja anggaran Dlnas, dan ' R . .
Penyusunan rencana blsms dan. anggaran dlsertal dengan éﬁlaﬁ
program keglatan, standar pelayanan mlmmal pendapatan dan
blaya e ; ;L
' ;(2) Penetapan Kmerja tahun berj alan mehputl
:“.ja hasil keglatan usaha L
"b.‘“ faktor yang rnempengaruhl kmer]a ST . e
C. perbandlngan rencana bisnis dan anggaran tahun berjalan dengan_
 prognosa tahun yang bersangkutan | S o
.d;"'prognosa laporan keuangan tahun ber_]alan dan SR N E R SO
e’.'} hal . lain yang perlu dltlndaklanjutl sehubungan dengan pencapalan
.gf"jlnnexja tahun berjalan : T L e
(3) Penetapan Asum81 ‘makro dan mlkro rnehputl
pertumbuhan penduduk ' =
v hperkembangan pasar
e kebijakan tarif; -
d Volume pelayanan dan T o
“subsidi anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran-_,
”pendapatan dan belanja negara PR o :
(4)‘ enetapan target kmerja meliputi: o
“a. perkiraan’ pencaparan kinerja pelayanan -
b, 'perklraan pencapaian standar pelayanan mmlmal dan
keuangan pada tahun yang dlrencanakan R

xo i pq N O\ cn-bco N

[y
o

dengan
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Bagian Keempat
Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan

~ Paragraf 1 -
‘Ambang Batas

Pasal 30

(1) Flek81b111tas pengeluaran Puskesmas dalam bentuk ambang batas

~merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dengan perubahan

- pendapatan dalam ambang batas yang- telah dltetapkan dalam rencana
‘bisnis dan anggaran definitif. : -

(2) Ambang batas rencana bisnis dan anggaran sebagalmana dlmaksud pada}

~ ayat (1) ditetapkan dengan besaran presentase. S
(3) Besaran presentase ambang batas ditentukan dengan mempertlmbangkan
: ﬂuktua31 kegiatan operasional Puskesmas: o

a.

_prognosa laporan keuangan merupakan perklraan reahsa81 keuangan
- tahun ber_;alan seperti tercermm pada laporan operasmnal neraca dan
" laporan arus kas - : : : -

perkiraan maju (forward estzmate) merupakan perhltungan kebutuhan

- dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan
. guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan ‘yang telah

: dlsetujul dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya; .
. rencana pengeluaran investasi/modal merupakan rencana pengeluaran B
' dana untuk memperoleh aset tetap; : o
. rmgkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan rencana
~ kerja. anggaran Dinas merupakan ringkasan pendapatan dan belan_]a - 7

dalam rencana bisnis dan anggaran yang dlsesualkan dengan format

‘rencana kerja anggaran Dinas; o R
. rencana bisnis dan anggaran dxsajxkan sebaga1 baglan yang tldak L
terplsahkan dari rencana kerja anggaran Dinas; .
‘rencana blsms dan anggaran disampaikan kepada Kepala D1nas untuk'

dibahas sebagai bagian dari rencana kerja anggaran Dinas;

. rencana Kerja anggaran ‘Dinas beserta rencana bxsms dan anggaran g

dlsampalkan kepada BPKD;

rencana kerja anggaran Dlnas beserta rencana blSI‘llS dan anggaran oleh

e BPKD - disampaikan kepada tim anggaran Pemermtah Daerah untuk

dilakukan penelaahan,

. ,setelah rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan B V»

Belanja Daerah dxtetapkan menjadi Peraturan- Daerah, pemimpin BLUD

. melakukan penyesuaian terhadap rencana bisnis dan anggaran untuk o
dltetapkan menjadi rencana bisnis dan anggaran definitif; ] G
. rencana bisnis dan anggaran definitif dipakai sebagai dasar penyusunan L
- dokumen pelaksanaan anggaran BLUD untuk dlajukan kepada BPKD R

" melalui Kepala Dinas;

. Dokumen pelaksanaan ahggaran BLUD mencakup
© a. target pendapatan dan biaya (akrual);.

b. target pendapatan dan belanja (kas); dan
> target _]umlah volume layanan ' :

. v_ BPKD mengesahkan dokumcn pelaksanaan anggaran BLUD sebagal |

o »dasar pelaksanaan anggaran, dan




m: pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD berpedoman padaf
s 'ff”iketentuan peraturan perundang-undangan e e |
4) 1 Dalam ‘hal dOinrnen, | pelaksanaan anggaran BLUD ;_béhim" disahkan oleh
_"-f‘BPKD BLUD dapat melakukan pengeluaran uang palmg t1ngg1 sebesar.v
: angka dokumen pelaksanaan anggaran. BLUD tahun sebelumnya dan_f,
‘5’dokumen pelaksanaan anggaran BLUD yang telah dlsahkan oleh} _BPKDI
: ménjadl dasar penankan dana : Sk L g

J "_TV:'u‘Penarlkan dana dlgunakan ‘untuk belanja Pegawal barang dan/ atau Jasaz
v }f:dan belanja modal d11akukan sesua1 dengan ketentuan peraturan
‘perundang-undangan ' Sl .

) Penarlkan dana untuk belan;a barang dan/atau _]asa sebesar sehslh'
= ‘.fz’(mzsmatch) Jumlah kas yang tersedia ditambah dengan allran kas masuk‘-_ '
,';-yang dlharapkan dengan Jumlah pengeluaran yang dlproyek31kan, dengan’
memperhatlkan anggaran kas yang telah dxtetapkan dalam dokumen_
: pelaksanaan anggaran BLUD T T T |

»;.'_:’(7) Pengeluaran ,blaya Puskesmas Perawatan dlberlkan ﬂekmbxhtas . dengan’
L mempertlmbangkan volume keglatan pelayanan T L
(8) Flek31bllltas pengeluaran biaya | Puskesmas, merupakan pengeluaran' blaya
yang dlsesumkan dan 31gn1ﬁkan dengan perubahan pendapatan dalam
i.ambang batas rencana blSl’llS dan anggaran yang telah dltetapkan secara
9 ‘Flek31b111tas pengeluaran b1aya Puskesmas, hanya berlaku untuk blaya'
2 ”Puskesmas yang berasal dari pendapatan selain dari anggaran pendapatan
an belanja daerah/ anggaran pendapatan dan beIanJa negara serta hlbah

(10) Dalam 'halv{helj]ad1 kekurangan anggaran lepman BLUD Puskesmas
e mengajukan usulan tambahan anggaran dari anggaran pendapatan dan‘
belanja daerah melalu1 Kepala Dmas kepada Sekretarls Daerah melalm

(11) Ambang batasvv »rencana blsms dan anggaran d1tetapkan dengan besaran
persentase 2L T o _ R e e
(12] Besaran - persentase, d1tentukan dengan mempertlmbangkan ﬂuktua31
:.;keglatan operasmnal Puskesmas ‘. v S hrnoe e
(13)  Besaran: persentase, dltetapkan dalam rencana blSIllS dan anggaran serta
daftar pelaksanaan anggaran Puskesmas oleh BPKD R : -

Paragraf 2 ‘
Perjanjlan Klner]a N
: LS e PasalSl Co i
1) Daftar: pelaksanaan anggaran BLUD men_]adl lamplran perjanjlan klnexja
yang dltandatangam oleh Wali Kota dengan pemimpin BLUD e
2) Peljan_]lan kmerja merupakan mamfestam hubungan kerja antara : Wah

‘;’iKota dan- pemlmpm BLUD, yang dltuangkan dalam perjanﬂan kmetja
f,'(contractual performance agreement) R »
“(3)] Dalam perjanjlan klner_]a ‘Wali Kota rnenugaskan pemlmpln BLUD untuk

menyelenggarakan keglatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana
. sesuai yang tercantum dalam daftar pelaksanaan anggaran BLUD '




(4) Perjanjian - kinerja - sebagalmana dlmaksud pada'f; ayat (1)
: “.v»’kesanggupan untuk memngkatkan o B E
a. kmer_]a pelayanan bagi masyarakat
b kmerja keuangan, dan = =

c. manfaat bagl masyarakat o

T Paragraf3
Tanf Layanan A

7];:(1) Puskesmas dapat memungut b1aya kepada masyarakat sebaga1 unbalan'
. atas barang dan / atau jasa layanan yang dlberlkan R R
: (2) Imbalan atas’ barang dan/atau jasa Iayanan d1tetapkan dalam bentuk tarlf
fa yang dlsusun atas dasar perhltungan biaya satuan per umt layanan ;
: (3) Tarlf merupakan 1mba1an hasil yang Wajar untuk mcnutup seluruh atau\
| sebaglan dari b1aya per unit layanan. S R APE
| (4) Tarlf layanan dapat berupa besaran tarlf dan/ atau pola tanf sesua1 Jems
o layanan Puskesmas oo o : AR
(5) Tarif layanan Puskesmas dlusulkan oleh lepman BLUD Puskesmas
S {'kepada Wah Kota melalu1 Kepala Dinas. ' TR e -
. (6) Penetapan tarlf layanan mempertlmbangkan kontlnultas
o 'j_"pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kornpetls1 yang sehat
(7) Tarif layanan Puskesmas dapat dllakukan perubahan sesua1 kebutuhan
f}fdan perkembangan keadaan S T
(8) Perubahan 'tarlf dapat dllakukan secara keseluruhan maupun 'per umt
Iayanan L o SR T :
9) Ketentuan mengena1 tarlf layanan Puskesmas sebagalmana dxmaksud pada

: ayat” (4) dlatur dengan Peraturan Wah Kota S e : '

S Baglan Kehma
Pendapatan dan Blaya

Lo Pendapatan e

v P _ Pasal 33

- (1) Pendapatan Puskesmas dapat bersumber dan
el ';‘Jasa layanan, T o
“b. ‘hibah; ' R

‘c. hasil ker_]asama dengan plhak lain; ,
d."anggaran pendapatan dan belanja daerah . -
“e. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan / atau a
'}',f lain-lain. pendapatan Puskesmas yang sah. - L e
R (2) Pendapatan ‘Puskesmas yang bersumber dan Jasa layanan sebagaumana
dlmaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa 1mbalan yang dlperoleh dan
:{: _]asa layanan yang dxbenkan kepada masyarakat DL L
’f,(3) Pendapatan Puskesmas -yang - bersumber dar1 hlbah sebagalmana
5 dlmaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hlbah ter1kat dan hlbahv




(4) Pendapatan Puskesmas yang bersumber dari hasil kerjasama dengan .
ey “pihak lain: sebagalmana ‘dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupaf
pérolehan dari- kexjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lalnnya 1
P yang mendukung tugas dan fung31 Puskesmas T NP I
5) Pendapatan Puskesmas yang bersumber dar1 lam lam pendapatan»»
L Puskesmas yang sah sebagalmana d1maksud pada ayat (1) huruf f
mehputl . ‘
a. Jasa gxroug e
b, ‘pendapatan bunga, 5 o
‘c. hasil investasi; dan |
ooods pendapatan la1nnya yang sah. S T |
) (6) ‘Seluruh pendapatan kecuah yang berasal dar1 hlbah tenkat dapat dlkelola:
s “_langsung untuk memb1aya1 pengeluaran Puskesmas sesua.l rencana blsms:
_.,:?dan anggaran. , e L,
: (7) beah tenkat sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) dlperlakukan sesuar_
peruntukannya L
.:’(8') Seluruh pendapatan me1a1u1 rekemng kas Puskesmas dan d1catat dalam_’
’ﬂf;vkode rekemng kelompok ‘pendapatan asli Daerah’ pada jenis lain- lam
el pendapatan ash Daerah yang sah dengan obyek pendapatan Puskesmas
";'(9) Seluruh pendapatan dllaporkan kepada Pejabat Pengelola Kcuangan"
" Daerah setiap. tnwulan . - RN

- fv,i,f‘”Paragraf_z S
Biaya

g Pasa134 o S T R
',’(1) Blaya Puskesmas : merupakan blaya opcrasmnal dan blaya : non‘
opera310nal . . 2 . Ceno i s ,'
2) B1aya operas1ona1 dan non operasmnal sebagalmana dlmaksud pada ayat'
) (1) mencakup seluruh blaya yang menjadl beban Puskesmas dalam rangka:
-[’menjalankan tugas dan fungsi. L e T
: (3) Blaya Puskesmas - d1alokas1kan untuk memblayeu program penmgkatan'
pelayanan dan keglatan pendukung pelayanan R Gl
~j}(4) Pemblayaan program dan kegzatan dlaloka31kan sesua1 dengan kelompok |
- Jenis, program dan keg1atan I LI R
“(5) Blaya operasmnal mehputl :
oA blaya pelayanan dan
"_;»f b blaya umum dan admlmstra31 . : S :
6): Blaya pelayanan mencakup seluruh bxaya operaswnal yang berhubungan
» "j_langsung dengan keglatan pelayanan LT e T
"f:(7) Bxaya umum dan admlnlstra51 mencakup seluruh blaya operasmnal yang
S tidak berhubungan langsung dengan keg1atan pelayanan S e T
"?'(8) f‘Biaya pelayanan, mehpuu AU e LuNE e
A biaya Pegawa1 o
b. biaya bahan; -
c. b1aya Jasa pelayanan
d. biaya pemehharaan, e
:bef biaya barang dan j Jasa dan f R R
f blaya pelayanan lain-lain. o
9) Blaya umum dan admm1stras1 mehputl

@
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‘a. blaya Pegawal T
b. blaya adm1mstras1 kantor
c. biaya pemehharaan :
“d. biaya. barang dan j _]asa, »
e blaya prom051, dan . .
R 5 blaya umum dan admlmstraSI lam-lam

8. Blaya non operasmnal mehput1 -

’va b1aya bunga, bl R o
‘b. b1aya adm1mstra31 bank
e blaya keruglan pelepasan aset tetap;
d. b1aya keruglan penurunan nilai; dan
.'_'e":v'b1aya non operasmnal 1a1n lam

Baglan Keenam
Penenmaan

’ Pasal 35

bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembah S
@ Penerlmaan dapat berupa kas dan setara kas o LR |
,.:;,(3) Kas merupakan uang ‘tunai dan saldo sunpanan d1 bank yang setlap saat,_:f
dapat dlgunakan untuk memblayal kegiatan Pemenntah Daerah L

:jmempunyal masa Jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal,:.:.,
,_v‘;’perolehannya yang siap dijabarkan menJadl kas serta bebas dar1 r131ko"ff?
o perubahan nllal yang 31gn1ﬁkan : T e e S

"'(5) Kas d1aku1 pada saat dlterlma atau dlkeluarkan berdasarkan n11a1 nommal'

- (6) :’Kas d1 pemegang kas dmyatakan dalam mla1 ruplah _]Ika ada kas dalam‘}f}

ndonesia pada saat transaks1

Baglan KetuJuh
o Investa31 dan Aset Tetap 5

L 'Paragrafvl"f
‘Investasi

L Pasal 36 _ v i
: i “melakukan investasi sepanjang memben manfaat bagltvf
‘ mf;penlngkatan pendapatan dan penmgkatan pelayanan kepada masyarakat'::
._ serta tidak : mengganggu likuiditas keuangan BLUD. T
(2) Investa31 sebagalmana dlmaksud pada ayat ( 1), berupa 1nvesta31 Jangka :

pendek dan mvestam Jangka panjang e UL

Pasal 37

:ntuk d1rn111k1 selama 12 (dua belas) bulan atau kurang

1) Pendapatan merupakan semua penerimaan dalam bentuk kas dan taglhanf{
: "";’BVLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam perlode anggaran yang ER IS

(4) Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat hkuld/ |

’ "“’_fvaluta asing maka ‘harus dikonversi berdasarkan n11a1 kurs tengah Bank'l"v}f"; E

’.‘:'(1) Investa31 Jangka pendek sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 36 ayat (2) .
: merupakan investasi yang dapat segera . dlcalrkan dan dlmaksudkanf?” i




_y‘ldllakukan dengan pemanfaatan surplus kas Jangka pendek
' "j,Investa81 _]angka pendek sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) terdln atas
a. deposxto berjangka waktu 1 (satu)- sampa1 dengan 12 (dua" belas) :
o bulan dan /atau yang dapat d1perpanjang secara OtOmatIS, ‘
b. pembehan surat utang negara jangka pendek dan :

vc».-' pembehan sertlﬁkat Bank Indonesia. R T PP N T
). Karaktenstlk 1nvestas1 jangka pendek sebaganmana dlmaksud pada ayat (1) s
:.dapat segera dlperjualbehkan / dlcalrkan dan dltujukan' dalam ra gka;;
:::manajemen kas, serta bensﬂ{o rendah ST ’

' . Pasal 38 S
:'3'(1)BLUD txdak dapat melakukan 1nvesta31 Jangka panjang, ,kecual atas'*

persetu;uan Wah Kota R L A
(2) Investas1 Jangka pan_]ang sebagaxmana dlrnaksud pada ayat (1) mehputl
" 'j_'a; penyertaan modal; AR ST L S . '
b. pemlllkan obhgam untuk masa _]angka pan_]ang, dan L
c. "°nvesta81 langsung sepert1 pendlrlan perusahaan e

Pasal 39 S v
~sebagaumana dlmaksud dalam Pasal 38 merupakan
}’j-,-'pendapatan BLUD SRR e e R el
(2) Pendapatan BLUD sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dapat ‘ o
ﬁ:jbd1pergunakan secara langsung untuk membxayal pengeluaran sesual,‘_:f'f,vf .
rencana blsms dan anggaran R D e

(1) Hasil - 1nvesta31

Paragraf 2
Aset Tetap
: Pasal 40 o ik L :
. (1] Aset tetap merupakan Aset berwujud yang mempunya1 masa manfaat leblhf- S8 SR
,darl 12 (dua belas) bulan untuk dlgunakan dalam keglatan Pemerlntah'-:"'?’-:.:;: R
;J,Daerah atau d1manfaatkan oleh masyakarat umum. o R
(2 Aset tetap sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) d1klasxﬁka81kan mehputl
' :fi;; a.atanah;,ji-’:':‘:»»':‘: PN R S A RN v :
~ b. peralatan dan mesin; ', .
e gedung dan bangunan ST
d. _]alan Irlga81 dan Jarlngan,‘;f. B
‘e. aset tetap lainnya; dan EURTIEEE R
f‘; konstruk& dalam pengerJaan TR i i
_;,-(3) }Tanah yang d:kelompokkan sebagal aset tetap sebagalmana dxmaksud- |
‘pada. ayat (2) ‘huruf a merupakan tanah 'yang diperoleh dengan maksud,
untuk dlpakal dalam keglatan operasmnal pemenntah dan dalam kondlsli
1appaka1v‘=‘ SRR R : . : e

(4) Peralatan ‘dan._ mesm sebagalmana dlmaksud pada ayat (2} huruf b
_.mérupakan mesm—mesm dan kendaraan bermotor, alat elektromk dan @i
‘seluruh’ mventarls kantor, dan peralatan lalnnya yang n11a1nya mgmﬁkanb{ b -
"fdvan masa manfaatnYa leb1h darl 12 (dua belas) bulan serta dalam kondlslv- B T




S) Gedung dan bangunan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) huruf c
" "rncrupakan seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud"_f
;untuk d1paka1 dalam keglatan opcrasmnal pemenntah dan dalam vkondlsl-‘;

(S)L'E:Jalan, 1r1ga31 dan _]arlngan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) huruf d
{.merupakan _}alan irigasi dan’ ‘jaringan yang dlbangun oleh pemermtah";
S érta dlmlhkl'fdan/ atau dlkuasal oleh pemenntah dan dalam’ kOIldlSl 81apf{

(7) f}Aset' tetap lalnnya sebagalmana dlmaksud pada ayat Q) huruf e';.,,

';:aset tetap dl atas ‘yang - dlperoleh dan - dlmanfaatkan : untuk keglatan o
operasxonal pemermtah dan dalam kOndISI 31ap paka1 B SR -

‘,;-Konstrukm dalam pengerjaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) huruf f

'.'f;mencakup aset"tetap yang sedang dalarn proses pembangunan namun‘jig ,
i pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya, T S
b. aset tetap dinilai- ~dengan biaya perolehan namun apablla . hargah-;f:f |
pefolehan tldak memungkmkan maka n11a1 aset tetap dldasarkan' padaf»
i nilal wajar Pada saat perolehan, S L T -
c untuk keperluan penyusunan neraca awal blaya perolehan aset tetap; 2

“aset tetap bam, maka dlgunakan blaya pero]ehan atau harga Wajar blla"»
_,_blaya perolehan t1dak ada, Ll T R

. biaya - perolehan ‘suatu aset tetap tcrdm dan harga behnya atau;‘
konstruksmya, , termasuk ‘bea 1mpor “dan Setlap blaya yang dapat}‘.;“ﬁ;
:(‘d1atnbu31kan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kond1sif ;5';
yang mernbuat aset tersebut bekerja untuk penggunaan yang”‘;i'j-’_,;
,v:.dlmaksudkan, LT e I e
bblaya perolehan dan masmg—masmg aset tetap yang dlperoleh secara‘:’

- berdasarkan perbandlngan mlal wajar masmg masmg aset yang
v.::»»bersangkutan, B R A TR
.*f,f,'suatu aset tetap yang dlperoleh meIalu1 pertukaran atau pcrtukaran:‘v
" sebaglan aset tetap yang tidak serupa atau aset lamnya Blaya dar1 pos.;
_semacam 1tu dlukur berdasarkan n11a1 Wajar aset yang dlperoleh yaltu"jif
»nllal ekulvalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah dlsesualkan
.:"déngan Jumlah kas atau setara kas yang dltransfer / dlserahkan : 'j
. suatu aset tetap yang dlperoleh melalul pertukaran atas suatu aset yangg'f
: .f:serupa yang mem111k1 manfaat yang serupa dan- memlhk] mla1 wajar"
yang serupa Suatu aset _]uga dapat dilepas dalam pertukaran dengan'f
] kepemlhkan aset yang serupa Dalam’ keadaan tersebut tldak ada:
‘;kéuntungan dan kerug1an yang dlakul dalam transak31 ini. Blaya aset

"aset yang dllepas, I

n11a1vwa3ar pada saat perolehan

_merupakan aset tetap yang tidak dapat dlkelompokkan ke dalam kelompok "

~yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebutj e
disusun, dan untuk perlode setelah tanggal neraca awal atas perolehanf‘fff}‘

gabungan dltentukan dengan mengaloka31kan harga gabungan tersebut'ff i :

. 3yang baru d1peroleh d1catat sebesar n11a1 tercatat (carrymg amount) atas" S

_ ‘_j.':_:_’aset tetap yang dlperoleh dan sumbangan (dona81) harus d1catat sebesar : '
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pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang
o memperpan_]ang masa manfaat atau yang kemungkman besar memberi
'- Ff"-'fmanfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, |
" mutu’ produk31, atau pemngkatan standar kinerja, harus dltambahkan ‘

- pada nilai tercatat aset yang bersangkutan;

j. aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau b11a aset secara”v' .
- _permanen dihentikan penggunaannya dan tldak ada manfaat ekonomlk B

- masa yang akan datang; dan

k : penyusutan ‘aset tetap dimulai saat perolehan dan siap dlgunakan " .
- Metode penyusutan yang dlgunakan adalah metode gans lurus (stratght i

line method)

Bagian Kedelapan
Kas dan Setara Kas

Pasal41

. (1) Kas merupakan uang tuna1 dan saldo simpanan di bank yang setlap saat

-dapat dlgunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah..

 (2) Setara ‘Kas merupakan  investasi jangka pendek yang ' saﬁ.gat :
llkLIld/ mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari
- tanggal perolehannya yang siap dijabarkan menjadl kas serta bebas dari

risiko perubahan nilai yang signifikan.

. (3)Kas dlakul pada saat dltenma atau dlkeluarkan berdasarkan n11a1 nommal E

uang

- }' (4) Kas di Pemegang Kas dmyatakan dalam nilai rupiah, Jlka ada kas dalam

‘valuta asing maka harus d1konvcrs1 berdasarkan mlax kurs tengah Bank - | "

Indones1a pada saat transaks1
Bagian Kesembilan
Pengelolaan Piutang dan Utang

Paragraf | 1 '}
Piutang o

Pasal42

(1) BLUD dapat membenkan piutang Sehubungan dengan penyerahan o
barang,v jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan 1angsung maupun

_tidak langsung dengan kegiatan BLUD.

2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomls,_ transparan, : dan
s bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan
‘prinsip = bisnis. yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan

,_ perundang—undangan
~ (3) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat plutang Jatuh tempo.

- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dlmaksud pada j:{ “
- ayat (3), BLUD meny1apkan bukti dan adrmmstra31 penaglhan serta

menyclesalkan taglhan atas piutang BLUD.:

(9 Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sullt

ditagih  dapat dllimpahkan penaglhannya kepada Wah Kota dengan
d11amp1r1 buktl buktl valld dan sah : :
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B Pasal 43

_( ).}Plutang dapat dlhapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang
P berwenang, yang mlamya dttetapkan secara berjenjang. - e
(2) Kewenangan penghapusan plutang sebagalmana d1maksud pada ayat (1), .
. d1tetapkan dengan Peraturan Wali  Kota, dengan memperhatlkan'f_
| 'ketentuan peraturan perundang—undangan e e L e e

Paragraf 2
Utang

T Pasa144 , _ T
,(l) BLUD _ dapat melakukan pmjaman/ utang ‘ sehubungan
keg1atan operasmnal dan/atau perikatan pm_]aman dengan plhak lam
;(2) Plnjaman/utang sebagalmana dimaksud pada ayat (1), - dapat berup A
I plnjaman /utang Jangka pendek atau pinjaman / utang Jangka panjang | -
_ff(3] ijaman chkelola dan: dlselesmkan secara tertlb eﬁ31en, ekonomls,b}’;f,:fffz.
' transparan, dan bertanggung_]awab e T
3 (4) Pemanfaatan plnjaman/ utang yang berasal dan per1katan plnjaman

S .;’menutup defisit kas

Jangka panjang hanya untuk pengeluaran 1nvesta81 1/ modal

d ahulu" Wajlb mendapat persetlljuan Wah Kota

| : . Pasal 45 o
.( 1) Pembayaran kembah plnjaman/ utang sebagalmana dlmaksud dalam._*“
Mo ‘Pasal 44 ayat (1), menjadl tanggung _]awab BLUD. S ey ‘
2) Hak taglh pmjaman/utang BLUD menjad1 kadaluwarsa setelah 5 (hma)
] tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuah d1tetapkan lam menurut o "
ketentuan peramranperundang-undangan LT ~ o o
(3) Jatuh tempo sebagaxmana dimaksud pada ayat (2)

tanggal 1 Januarl tahun berlkutnya ‘ oo .

d1h1tung sej ak ”-{»

: e Pasal46 . - : cL
(1) BLUD wa_ub membayar bunga dan pokok utang yang telah Jatuh tempo o

" 'd1tetapkan dalam rencana blSI‘llS dan anggaran

Baglan Kesepuluh o
Persedlaan = R

£ e _' " Pasal 47 . ) v
’ ’_v( 1) Persedlaan merupakan ‘aset lancar dalam bentuk barang ,;atau
L perlengkapan yang dlmaksudkan untuk mendukung keglatan operasmnal
}‘Pcmermtah Daerabh, dan barang barang yang dlmaksudkan untuk d1Jual
‘ dan 1/atau dlserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

(2) Persedlaan mehputx SR LT .

iJangka pendek hanya untuk blaya operasmnal termasuk keperluan.;f’:::“'.‘».:

‘,'(5) Pemanfaatan plnjaman /utang yang berasal dar1 perlkatan pmJaman &

.(6) PmJaman Jangka panjang sebagaimana dlmaksud pada ayat (2), terleb1h

(@) Pemlmpm BLUD dapat melakukan | pelampauan pembayaran bunga:{"v-'_}_
“dan- pokok sepan_]ang tldak meleb1h1 nilai ambang batas yang telah"_.f R




P B

v barang atauA perlengkapan (suppltes) yang dlgunakan dalam rangk_
keglatan operaswnal Pemerintah Daerah; BRSCR
b bahan atau perlengkapan (supphes) yang dlgunakan _dalarn prosesf}
produks1 L S : A e e T
“c. barang dalam proses produk31 yang dlmaksudkan untuk dljual atauff
;’ﬂdlserahkan kepada masyarakat dan R P O At
d. barang yang d1sxrnpan untuk dijual atau dlserahkan kepada masyarakat'
E dalam rangka keglatan Pemerintah Daerah. R S
ﬁ(3) Persedlaan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) mencakup barang atau*_, _
o perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk dlgunakan, mlsalnya barangk

= pakal sepertl komponen bekas. -
(4) Persedlaan bahan baku dan perlengkapan yang d1m111k1 proyek swakelolaf, 3

_fpengerjaan tldak dlmasukkan ‘sebagai persed1aan

mventansa& ﬁSlk : o
(6) Persedlaan dalam neraca dlsapkan sebesar terd1r1 atas
"a”‘ blaya perolehan apablla diperoleh dengan pembehan, e el
b blaya standar apablla dlperoleh dengan memproduk& sendm, dan
T 11a1 Wajar apablla dlperoleh dengan cara lalnnya Sepert1 dona51

Bagian Kesebelas _' g f R
Surplus/ Deﬁslt

Paragraf 1
Surplus s

: - Pasa148 L L
1). Surplus _-anggaran BLUD merupakan SChSlh leb1h antara reallsasr;.ﬂ
L pendapatan dan reahsam bxaya BLUD pada satu tahun anggaran e
(2) Surplus anggaran BLUD dapat dlgunakan dalam tahun anggaran
A :.benkutnya kecuall atas permlntaan Wali Kota d1setorkan sebaglan atauf;?,"i’_

seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertlmbangkan pOSlSl hkuldlt as:

" Paragraf 2 :
Deﬁsit’ S

o : Pasal 49 - R
(1) Defisit . anggaran BLUD _merupakan SehSlh kurang antara reahsa31 .
,‘..’pendapatan dengan reahsam blaya BLUD pada satu tahun anggaran

(2) Deﬁ31t anggaran BLUD dapat dlajukan usulan pemblayaannya padav»-
f'tahun anggaran berlkutnya kepada BPKD ‘i_ R '

 BABVI
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA :

:f;»habls paka1 seperti. alat tulis kantor, obat-obatan, b1b1t tanaman, :barang:}@ :"'__v
tak habls paka1 sepert1 komponen peralatan dan p1pa dan barang bekasf}f

c_lan dlbebankan ke suatu perklraan aset - untuk konstruk31 dalam';':{j"f“

(Sj Pada akhir perlode akuntansx persed1aan dlcatat berdasarkan hasﬂ:j? e




';'.?Kota terhadap aspek keuangan dan non keuangan AR N SEVRIREEN
(2) Evalua31 dan pemlalan kmerja sebagalmana dImaksud pada ayat (1),;_"“;._’
bertuJuan untuk mengukur tlngkat pencapalan hasﬂ pengelolaan BLUD:’»
Sebagaumana ditetapkan dalam renstra blSI’llS dan rencana blSI‘llS dan:

: . , Pasal 51 R
aluas1 dan pemlalan klnelja dari aspek keuangan sebagalmana dlmaksud
;j‘vdalam Pasal 50 ayat (1), dapat dlukur berdasarkan tlngkat kemampuan BLUD ‘3{‘:

;'T.fa memperoleh hasﬂ usaha atau hasil kelja dan layanan yang dlberlkan

o (rentabzhtas} f s ‘ - s o F
b memenuhl kewajlban _]angka pendeknya {Zlkuldltas)
c. memenuhl seluruh kewapbannya {solvabthtas), dan o S
-d. kemampuan penerlmaan dan jasa Iayanan untuk memb1aya1 pengeluaran

; Jeol _ . Pasal 52 » SR :
}‘:Pemlala k nerJa dar1 aspek non keuangan sebagalrnana dlmaksud dalam.,,, o
" Paéal 50 ayat (1) dapat dlukur berdasarkan perspektlf pelanggan proses
mternal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan SR SERREN

L BABIX R
PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAIN

Pasal 53 ] oy

jalan akan dllakukan sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-‘fff’
: u'ndangan - UL L

fung31 Puskesmas

PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH PUSKESMAS

- Baglan Kesatu :
= Pengelolaan Llngkungan RO

PR . Pasal 54 - . T ST
(1) Puskesmas mengelola hngkungan Puskesmas dengan mengacu pada
ketentuan peraturan perundang—undangan e PR

dankeamanan .

e Baglan Kedua 5
Pengelolaan lebah

(1) Pengelolaan surnber daya Iam yang terdiri dari s sarana prasarana, gedung,’-ﬁ;;

(2) Pengelolaan sumber daya laln dlmanfaatkan seoptlmal mungkln untuk:ff;;
ﬁ-kepentmgan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan S

(2) Pengelolaan 11ngkungan merupakan peIayanan yang beronenta51 kepada’“,:{,-‘.f : o
;;’.kebermhan, kerap1an samta&, keselamatan kelndahan dan kenyamanan I K
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L Pasal 55
i-"( 1) Pengelolaan hmbah mehputx hrnbah medls dan non medls, yang berbentuk:}
'fvpadat dan cair.. ' ‘ : RPN SRCI
(2) Pengelolaan llmbah medls padat Puskesmas dapat beker_]asama dengan'
plhak keuga . L . : T 3
(3) Pengelolaan hmbah med1s calr dtbuat prosedur kerja/ 1nstruks1 ker_]a?
}penanganan hmbah medls cair di ruang pemenksaan umum, ruang:
'j,tmdakan ruang pemer1ksaan gigi dan mulut ruang persalman ruangan::f‘
j:‘kesehatan ‘ibu dan anak keluarga berencana dan 1mumsa81 serta’bg
:f‘Laboratonum - e L
(4) Tahapan pengolahan hmbah medls di Puskesmas mehpuu
. Pemﬂahan R ' R A :
llmbah hasﬂ keglatan Puskesmas perlu dllakukan pemllahan untuk_”

~ jenis._ hmbah yang dlhasﬂkan berbeda-beda, memerlukan penanganan:,
~ yang berbeda pula - T T e .
b. pengumpulan:

pemerlksaan ‘umum, ruang tlndakan ruang pemenksaan g1g1 dan
mqut ruang. persalman, ruangan - KIA, KB dan - 1mumsa31 serta
Laboratorlum) Program rutin untuk- pengumpulannya harus d1tetapkan‘
sebaga1 baglan dari rencana pengelolaan llmbah Puskesmas e
-C. penampungan/ penylmpanan Sementara B AT

- sarana penampungan hmbah harus memadal dlletakkan pada tempat",v.i.

~limbah medis Puskesmas
.Epengangkutan L C S SN
- pengangkutan’ hmbah darl tltlk loka31 penghasﬂ hmbah ke tempat

- tidak tumpah/tercecer. o
) _'.“pengolahan dan/atau pemusnahan o R i |
o »;mctode pembuangan dan /atau pemusnahan yang dlgunakan tergantung-:”.‘:

e ,} ‘sedang untuk desmfeks1 k1m1a dan pemanasan dapat dllakukan dengan
" ’rnetode klmlaw1 atau autoclavzng ' ‘- SR . o

. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PRI Pasal 56 T
( 1) Pemblnaan dan pengawasan d1 bldang orgamsa31
* . Puskesmas dllakukan oleh Dinas. - - .- ‘ Ll
(2)' Pemblnaan dan pengawasan d1b1dang keuangan dllakukan oleh BPKD

dan pelayanani{i :

memudahkan _proses penanganan dan. pemusnahan karena dengan'},;’ il

. sctclah hmbah mengalarm proses permlahan tahap selanjutnya: ) S
_.tpengumpulan llmbah dan titik lokas1 v penghasﬂ limbah - (ruang

yang tepat dan aman dalam pengembangan seluruh 51stem pengelolaan: o ;'.f
- pembuangan dengan menggunakan wadah yang tertutup agar limbah™

karaktenstxk hmbah sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-.._’_?“""




: : BAB XII
‘ KERAHASIAAN DAN INFORMASI MEDIS

o 'Baglan Kesatu B .
) Kerahasxaan Pa31en L

. Pasal 57 e
vPengungkapan ;; keraha51aan pa31en dllaksanakan sesua1 dengan ketentuan', e
ffperaturan perundang undangan L e T

Baglan Kedua Ry
Informa51 Medls o o

‘-'(1):Pas.1en dapat memmta 1nforma31 med1s atau penjelasan kepada Dokter_"
' yang merawat, sesuai dengan haknya. | T A
(2) Informa31 medls atau penjelasan yang harus dlungkapkan dengan Jujur;
‘dan benar mengenai: L T TR L
‘a. keadaan kesehatan paswn, T
.'b rencana ‘terapi’ dan altemaufriya, S S
c manfaat dan I'lSlkO masmg—masmg alternat1f tlndakan
. prognosis; dan R e e e
eﬁbkemungkman komphkas1 ’} }‘ S

BAB XIII
HAK DAN KEWAJ IBAN
Baglan Kesatu AR
Hak dan Kewajlban Dokter i
s Pasa1'595 : N
11(1) Hak dokter mehputl S e I e
' ""-'abhak memperolch perlmdungan hukum sepanjang melaksanakan tugasf'}"‘
 sesuai dengan standar profem dan standar operasmnal prosedur, AR
b ‘hak mcmbenkan pelayanan medls sesuai dengan Standar Profem dan; 2
: "j;v.;Standar Prosedur Operasmnal ' L T e
“c. hak memperoleh informasi yang Iengkap dan ju_]ur dan
: d hak menerima 1mbalan Jasa e : :
2) Kewajlban Dokter mehpuu S v R .
a memberlkan pelayanan medls sesual dengan Standar Profem dan
e Standar Prosedur Operasmnal serta kebutuhan medls, R R S
meru_]uk ke fasﬂltas kesehatan tlngkat lanjut (FKTL), i e
c. merahamakan 1nformas1 pa31en mesk1pun paswn sudah memnggal
d. melakukan pertolongan kedaruratan dan A :
e. menambah 11mu pengetahuan dan , teknolog1 serta ‘;‘._v'*menglkl,iti‘ff‘:
perkembangan 1lmu kedokteran s R O .

N Bvaglan Kedua R
.’;’Hak dan Kewa_uban Paswn
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Pasal 60

(1) Hak pa31en mehput1

\

_a. paswn berhak memperoleh informasi dan peraturan di Puskesmas
b ‘pasien | berhak atas pelayanan yang manu31aw1, adil dan j Jujur, : e
‘c. pasien - berhak memperoleh pelayanan yang bermutu sesuai dengan EERS

B standar

d ‘pasien - berhak mendapatkan kenyamanan dan kecepatan dalam

" pelayanan;

‘e pasien berhak mendapatkan informasi yang mellpuu

1. penyakit yang diderita;

o, tindakan medis yang dilakukan; dan : o ; Cy

-3 kemungkinan penyakit sebagai aklbat dan tmdakan tersebut dan
‘tindakan untuk mengatasinya. v " - S

'f. alternatif terapi yang lainnya;
g. prognosa (perjalanan) penyakit;
. h. pcrklraan biaya pengobatan; . :
"1 pasien berhak menyetujui/ memberlkan izin atas tmdakan yang akan’j "

- dilakukan oleh petugas dengan penyakit yang dideritanya;

‘j pas1en berhak menolak tindakan yang akan d1lakukan terhadap du'mya ol

“dan

' k pa31en berhak ‘atas pnvas1 dan keraha31aan penyaklt yang dldentab B

- termasuk data medisnya.

(2) Kewajlban pasien meliputi:’

a. pasien berkewajiban membayar tarlf layanan dan tmdakan sesual'-
~dengan tarif yang berlaku; ’

b pasien berkewajiban memberikan informasi yang Ju_]ur dan selengkap— S

lengkapnya tentang penyakit yang diderita kepada dokter;

- ¢. pasien - berkewajiban untuk mematuh1 segala an_]uran dokter dan;.l v

perawat dalam pengobatannya; dan

| d menaatx segala peraturan dan tata tertib di Puskesmas

" BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61 -

»' VP‘era':curan Wali Kota i;ii mulai berlaku pada tanggal diun‘dangkan.

v Agar'}sétié.p '6rang.mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
.~ Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan. |

- Ditetapkan di Balikpapan
" pada tanggal 22 Januari 2013
 WALIKO B?LIKPAPAN

M. RIZAL EFFENDI




4 Diuﬁdangkan di Balikpapan
pada tanggal 23 Januari 2018
o | SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN

otd
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u o ;,,?’Pasal 60
(1) Hak pa31en mehputl ) ’ T s R
a. paSIen berhak: memperoleh 1nforma31 dan peraturan d1 Puskesmas, .
fl_'b pa81en berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan Ju_lur

standar, S

pelayanan R R

»-;fé pasien. berhak mendapatkan informasi yang mel1put1
S penyaklt yang dldenta, , . -

2 tlndakan medis yang dllakukan dan -

3 kemungkman ‘penyakit - sebagal aklbat dan tmdakan tersebut dan SE

- t1ndakan untuk mengatasmya

f.g.f alternatlf terapl yang lamnya _
, g. prognosa (perjalanan) penyaklt |
" h. perkiraan biaya pengobatan; f?" o

d1lakukan oleh petugas dengan penyaklt yang dlderltanya

" termasuk data medlsnya
(2) Kewajlban pasien mehputl

dengan tarif yang berlaku;
lengkapnya tentang penyaklt yang dlderlta kepada dokter

.~ perawat dalam pengobatannya, dan - T
L_id menaatl segala peraturan dan tata tertlb d1 Puskesmas BRI

S BAB xrv
L KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6 1

/‘-bPeraturan Wah Kota 1n1 mulal berlaku pada tanggal dumdangkan

Wah Kota 1n1 dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kota Ballkpapan

| ‘Dltetapkan d1 Bahkpapan

o : W ALI KOTA BALIKPAPAN

M. RIZALEFFENDI =

c pasu:n berhak memperoleh pelayanan yang bermutu sesua1 denganv_f:f“

c' pa81en berkewajlban untuk mematuhl segala an_]uran dokter dan_

e pada tanggal 22 Januari 2018”

kN *-"»}d' pasien . berhak mendapatkan kenyamanan dan kecepatan dalam Y

L i pa31en berhak- menyetujm/ memberlkan 1z1n atas tlndakan yang akan ‘-"f. Gt

i j. : pa31en berhak menolak tlndakan yang akan dllakukan terhadap dlrmya: e

k pasmn berhak atas pmva31 dan kerahasman penyaklt yang d1der1ta o | o

. a. pasien berkewajlban membayar tanf layanan dan tmdakan sesuaii "

b pasien berkewajlban memberikan 1nforma81 yang _]u_}U.I‘ dan selengkap-

1t et g bt 7L R4 R

| Agar set1ap orang mengetahumya memenntahkan pengundangan Peraturan'“;_;.'5}?,‘5 e

O TP . - . EE .



